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WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN AN GGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
kepada Dacrah Provinsi, Kabupatcn dan Kota Tahun
Anggaran 2014, Pemerintah Kota Makassar mendapatkan
alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran

2014 sebesar Rp. 316.829.383.000,-;

_ bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negert Sipil
Dacrah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Tahuh Anggaran 2014, Pemerintah Kota Makassar
mendapatkan alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru

PNSD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.273.270.000,-;

. bahwa untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan

Dana Tambahan Penghasilan Guru sebagaimana
dimaskud pada huruf a dan hurul b, dipandang periu
merubah Peraturan ‘Walikota Makassar Nomor 93 Tahun
2013 (entang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 mendahului

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;



d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun

2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah,
terjadi perubahan penganggaran dana kapitasi JKN bagi
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah

Daerah;

. bahwa untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa

Keuangan RI (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu meclakukan

penyesuaian penganggaran dan penggunaan rekening
belanja pada Kegiatan Pengelolaan Rumah Jabatan
kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-
KP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun
2014, dipandang perlu melakukan penyesuaian kegialan
dan belanja untuk Kegiatan DAK pada Dinas Kelautan,

Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Lampiran Angka Romawi V Point 23)
disebutkan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai
dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi
Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan
Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan
dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya
serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat
dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD;




bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kola Makassar
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 86 Ayat 6, discbutkan bahwa
pergeseran anggaran antara rincian obyek belanja dalam
satu obyek belanja ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

UI L}

Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1939 Nomor 74
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeclenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3831},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsiza
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
5234});

peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2970});

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung pandang menjadi kota
Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
193);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tcntlang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);




14.

16.

17.

18.

19.

20.

W

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pcmeriniah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Keschatan Nasional pada Fasilitas Keschatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Dacrah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

20}4;



25.

26.

27.

28.

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi,

Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2014

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran
2014;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Rcepublik
indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2013 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan
dan Perikanan Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2000
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkal
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Dacrah Kota Makassar Nomeor 7 Tahun 2013j;
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Dacrah kota
Makassar Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kcuangan

Daerah;



30.

Memperhatikan :

MENETAPKAN

Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 (Berita
Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2013 Nomor 93);
Pcraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar
Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor
Tahun 2014 Nomor 24).

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor
900/746.5/DKK/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 perihal
Usulan Perubahan Anggaran (Parsial} TA. 2014;

2. Surat Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian
dan Peternakan Nomor 916/2964/DKPPP/V/2014
tanggal 2 Mei 2014 perihal Permohonan Revisi DAK
2014;

3. Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota
Makassar Nomor 930/70/UM/V/2014 tanggal 2 Mei
2014 tentang Perubahan Kode Rekening Belanja.

MEMUTUSKAN:

-PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA
MAKASSAR NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 93

Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah mendahului Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014

vang pcrubahann_va scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
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Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Pendapatan
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, merubah
Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Makassar dan merubah Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan,

Sekretariat Daerah dan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan

Peternakan.
Pasal III
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Makassar,

Ditetapkan di Makassar
pada tang

WALIKOT

N

HAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Mc¢j

ARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. BURHANUDDIN_
Berita Daerah Kola Makassar Tahun 2014 Nomor 26



